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ABSTRAK 

 

Juwita Sarri. PRINSIP MIRANDA RULE DALAM SISTEM PERADILAN 

PIDANA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK 

TERSANGKA. Dibimbing oleh, Primus Aryesam, S.H., M.H dan Dr. 

Valentino Lumowa. 

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia 

sebagai Mahkluk Ciptaan Tuhan. Seorang yang karena perbuatannya dan 

berdasarkan dua alat bukti yang cukup dapat diduga sebagai pelaku tindak 

pidana dan kemudian oleh penyidik melakukan gelar perkara untuk 

penetapan status sebagai tersangka pada tahap penyidikan. Seorang yang 

sudah berstatus sebagai tersangka tentunya mempunyai hak untuk 

dilindungi pada tahap penyidikan, Prinsip Miranda Rule mengambil peranan 

penting dalam pelaksanaan tahap penyidikan kepada tersangka dikarenakan 

Miranda Rule merupakan bentuk perlindungan akan hak dari seorang 

tersangka agar tidak diberlakukan secara tidak adil dan menyimpang dari 

hak asasi yang ia miliki sehingga dengan adanya Prinsip Miranda Rule 

dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mempunyai tujuan untuk 

melindungi hak tersangka dari bentuk-bentuk diskriminasi ataupun 

perbuatan yang melecehkan harkat dan martabat yang ia miliki serta hak 

asasi yang ia punya. Penulis mengambil dua benang merah dalam penulisan 

hukum ini yang pertama bagaimana pengaturan Prinsip Miranda Rule dalam 

hukum Pidana Formil di Indonesia, dan yang kedua bagaimana reorientasi 

Prinsip Miranda Rule dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia untuk 

melindungi hak tersangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada penelitian 

kepustakaan melalui pengumpulan data, serta analisis kritis serta penarikan 

kesimpulan secara deduktif ke induktif. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Prinsip Miranda Rule sangat penting di tegakan dalam 

proses penyidikan guna melindungi hak dari setiap tersangka. 

 

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Prinsip Miranda Rule, Sistem Peradilan Pidana, 

hak tersangka.  
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